PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/111/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/111/2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/111/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak:

bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEENAM huruf c Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang
dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tim pada pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sarolangun;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan  Presiden Nomor
33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan



Catatan:

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik Indonesia Nomor
134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-
Kab/I11/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I11/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan 29 Maret 2021
- Lampiran 1 hal



